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KAJIAN PASAL 245 KUHP TENTANG 

MENGEDARKAN UANG PALSU KEPADA 

MASYARAKAT
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Oleh: Recky V. Ilat
2
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana implikasi hukum 

terhadap peredaran uang palsu dalam 

masyarakat dan bagaimana ketentuan pidana 

mengedarkan mata uang palsu dan KUHP.  

Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif disimpulkan: 1. Berlakunya 

beberapa peraturan perundangan tentang 

mata uang dan/atau uang kertas menurut 

KUHP, yang kemudian dipertegas dalam 

Undang-Undang No. 7 Tahun 20 11 tentang 

Mata Uang, sebagai Mata Uang Rupiah, dan 

berbagai peraturan perundangan lainnya 

menunjukkan suatu fenomena dan dinamika 

bahwa peredaran mata uang semakin menjurus 

ke peredaran secara lintas negara baik bersifat 

bilateral maupun multilateral. Dalam situasi 

dan kondisi seperti ini, kedudukan mata uang 

Rupiah belum seperti berbagai mata uang asing 

yang justru beredar secara luas di sejumlah 

negara. 2. Tindak pidana pemalsuan mata uang 

dan/atau uang kertas menurut Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2011 berpengaruh terhadap 

sejumlah ketentuan peraturan perundang-

undangan; Tindak pidana pemalsuan mata uang 

dan/atau uang kertas menurut Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2011 mengatur sanksi tindakan 

terkait dengan kejahatan korporasi, sedangkan 

sanksi tindakan menurut Bab X Buku Kedua 

KUHP terkait pemalsuan mata uang dan/atau 

uang kertas, hanya sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 35 KUHP. 

Kata kunci: Mengedarkan, uang palsu, 

masyarakat. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana 

terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata 

Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 

36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 

                                                           
1
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2
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2011 sama-sama mengatur dan mengancam 

pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata 

uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana 

dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak 

pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 

2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP 

yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. 

Andi Hamzah
3
 menjelaskan bahwa 

asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP 

antara lain asas legalitas, hukum transitoir, 

ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem 

pemidanaan, percobaan (poging atau attempt), 

penyertaan (deelneming), dan lainnya tetap 

berlaku bagi ketentuan pidana di luar KUHP. 

Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan 

titik sentral pengaturan dan pembahasan 

tentang pemalsuan dan peredaran uang 

sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan 

otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang 

mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) 

maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011). 

Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP 

dengan Pasal 245 KUHP kemudian dijadikan 

Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. 

Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata 

uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 244 

KUHP dan Pasal 245 KUHP, hanya ditujukan 

pada mata uang dan/atau uang kertas Negara 

atau Bank, sedangkan menurut Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas 

disebutkan dengan Mata Uang Rupiah. Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 tidak lagi 

menyebutkan mata uang negara atau uang 

kertas bank, melainkan hanya menyebutkan 

sebagai Mata Uang Rupiah. Pasal 36 ayat-

ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 

secara tegas menyebutkan ^memalsu Rupiah_ 

(ayat 1), ^Rupiah Palsu_ (ayat 2), ^Rupiah Palsu_ 

(ayat 3),_Zµ�]�Z� W�o�µ_� ~�Ç��� ð�� ��v ^Rupiah 

Palsu_ (ayat 5).
4
 

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang, juga dirumuskan bahwa 

^Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, 

ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya 

menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, 

dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak 
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digunakan sebagai alat pembayaran dengan 

merendahkan kehormatan Rupiah sebagai 

simbol negara._ (Pasal 1 Angka 8). Perihal 

tindak pidana ^Meniru_ atau ^Memalsu_ mata 

uang menurut Pasal 244 KUHP, dijelaskan oleh 

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dikemukakan 

bahwa perbuatan meniru (namaken) adalah 

membuat sesuatu yang menyerupai atau 

seperti yang asli dari sesuatu tersebut.
5
 

KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, 

menekankan objek ditiru dan/atau dipalsukan 

dan diedarkan kepada masyarakat ialah mata 

uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 

Negara atau Bank, sedangkan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2011 menekankan bahwa yang 

ditiru dan/atau dipalsukan itu ialah Mata Uang 

Rupiah. Perbedaan kedua pengaturan tersebut 

merupakan bagian dan contoh dari keberadaan 

KUHP yang sudah lama diberlakukan sebagai 

produk hukum warisan kolonial, sementara 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 adalah 

produk hukum nasional yang relatif baru. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap 

peredaran uang palsu dalam masyarakat? 

2. Bagaimana ketentuan pidana mengedarkan 

mata uang palsu dan KUHP? 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan.
6
 Pada penulisan hukum normatif 

bahan pustaka merupakan dasar pijakan 

sebagai pedoman yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, KUHP, Undang-

Undang No. 6 Tahun 2009 tentang 

Penerapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 

2008, tentang Perubahan Kedua atas UU 

No. 23 Tahun 1999, tentang Bank 

Indonesia, UU No. 7 Tahun 2011, tentang 

Mata Uang. 

b. Badan Hukum Sekunder, berupa bahan-

bahan literatur yang ada hubungannya 

dengan judul skripsi. 

c. Bahan hukum tersier perpaduan antara 
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badan hukum primer, dan sekunder, dan 

dapat ditarik kesimpulan dan analisis yang 

telah diolah berdasarkan metode normatif 

yuridis. 

 

PEMBAHASAN 

A. Dampak Hukum Peredaran Uang Palsu 

Dalam Masyarakat  

Substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 

sebagai peraturan perundangan yang bersifat 

khusus dihadapan KUHP, merupakan masalah 

menarik dan penting yang terkait pula 

masalahnya sejauhmana kemampuan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam 

dan memberantas tindak pidana pemalsuan 

dan peredaran mata uang rupiah. Masalah yang 

mengemuka ialah pada tataran 

implementasinya oleh karena ancaman 

hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 

2011 lebih diperberat pada hukuman dendanya 

yang berkisar ratusan miliar rupiah. 

Dari aspek Hukum Pidana, pengaturan 

tentang tindak pidana pemalsuan Mata Uang 

Rupiah diatur dalam KUHP, dan di luar KUHP. 

Kedua dasar hukum utama ini mengatur tindak 

pidana pemalsuan Mata Uang Rupiah dan 

ditentukan sebagai suatu kejahatan. Keduanya 

pun mempunyai karakteristik tersendiri satu 

sama lainnya. 

Pemalsuan Mata Uang Rupiah menurut 

ketentuan KUHP diatur pada Buku Kedua, Bab X 

tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang 

Kertas. Ketentuan Pokoknya diatur dalam Pasal 

244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Menurut Pasal 

244 KUHP, disebutkan bahwa: 

^Barangsiapa meniru atau memalsu mata 

uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 

Negara atau Bank, dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 

mata uang atau uang kertas itu sebagai asli 

dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas ��ZµvX_
7
 

 

Tindak pidana meniru atau memalsu mata 

uang atau uang kertas menurut Pasal 244 

KUHP, apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

untuk mengedarkan atau menyuruh 

mengedarkan mata uang atau uang kertas yang 

ditiru atau dipalsukan, seolah-olah sebagai 

mata uang atau uang kertas asli sebagaimana 

yang resminya dikeluarkan oleh Bank 
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Indonesia. Tindak pidana ini merupakan untuk 

Kesengajaan (Opzet), yang tampak pada frasa 

^dengan maksud_. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

Kesengajaan (Opzet) terdiri dari tiga macam: 

Ke-1, Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan 

untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), 

ke-2, kesengajaan yang bukan mengandung 

suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan 

bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij 

zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara 

keinsyafan kepastian), dan ke-3, kesengajaan 

seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya 

ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa 

suatu akibat akan terjadi (opzet bij 

mogelijkheids-bewustzijn) atau kesengajaan 

secara keinsyafan-kemungkinan.
8
 

Tindak Pidana Pasal 244 KUHP dilakukan 

dengan sengaja, yakni Barangsiapa yang meniru 

atau memalsukan mata uang atau uang kertas 

yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank 

Indonesia. Perbuatan meniru atau memalsu ini 

dilakukan dengan sengaja untuk meniru mata 

uang atau uang kertas seakan-akan adalah uang 

yang asli. 

Pasal 245 KUHP, adalah pengaturan lain 

tentang tindak pidana pemalsuan mata uang 

atau uang kertas, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

^Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan 

mata uang atau uang kertas yang 

dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai 

mata uang atau uang kertas asli dan tidak 

dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh 

sendiri, atau waktu diterima diketahuinya 

bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun 

barangsiapa menyimpan atau memasukkan 

ke Indonesia mata uang dan uang kertas 

yang demikian, dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 

sebagai uang asli atau tidak dipalsu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima 

betas tahun._
9
 

 

Pasal 245 KUHP tersebut juga merupakan 

tindak pidana yang dilakukan dengan unsur 

kesengajaan, yakni dengan sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang kertas 

seakan-akan sebagai mata uang atau uang 

kertas asli seperti yang dibuat dan diterbitkan 
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oleh Negara atau oleh Bank Indonesia, atau 

menyuruh orang lain untuk mengedarkannya. 

Ketentuan Hukum Pidana mengatur tindak 

pidana dengan orang yang menyuruh orang lain 

melakukan tindak pidana (doen plegen), 

berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 56 

KUHP. Sebagai pembantu melakukan kejahatan 

akan dihukum: 

Ke-1 :  Mereka yang dengan sengaja 

membantu pada waktu kejahatan itu 

dilakukan. 

Ke-2 :  Mereka yang dengan sengaja 

memberi kesempatan, sarana, atau 

keterangan untuk melakukan 

kejahatan.
10

 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa 

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima 

golongan peserta tindak pidana, yaitu: 

a. Yang melakukan perbuatan (plegen, 

dader); 

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan 

(doen plegen, middelijke dader); 

c. Yang turut melakukan perbuatan 

(medeplegen, mededader); 

d. Yang membantu perbuatan (medeplichtig 

zijn, medeplichtige).
11

 

 

Ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan 

mata uang kertas menurut Pasal 244 dan Pasal 

245 KUHP, diatur secara ketentuan Hukum 

Pidana Umum atau juga dikenal sebagai Delik-

delik Umum dalam KUHP oleh karena di dalam 

KUHP diatur dan diancam demikian banyak 

tindak pidana. Tetapi pada perkembangannya 

telah diatur dan diancam pidana pemalsuan 

mata uang di luar KUHP yakni berdasarkan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang.  

Hubungan antara KUHP dengan ketentuan-

ketentuan pidana di luar KUHP dijelaskan oleh 

Andi Hamzah, sebagai berikut: 

^Hal yang penting untuk diketahui ialah 

penyimpangan-penyimpangan dalam 

undang-undang yang bersangkutan dari 

ketentuan umum atau asas-asas hukum 

pidana. Selebihnya yang tidak menyimpang 

dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan 

umum KUHP berdasarkan adagium lez 

specialis derogat legi generali (ketentuan-

ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan 
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µuµu�X_
12

 

Hubungan antara tindak pidana pemalsuan 

mata uang yang diatur dalam KUHP (Pasal 244 

dan 245 KUHP) dengan tindak pidana 

pemalsuan dan peredaran mata uang Rupiah 

menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 

ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 

KUHP, yang menyatakan ^Ketentuan-ketentuan 

dalam Bab I sampai bab VIII Buku ini juga 

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh 

ketentuan perundang-undangan lainnya 

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 

undang-undang ditentukan lain._
13

 

 

B. Ketentuan Pidana Mengedarkan Mata 

Uang Palsu Dalam KUHP 

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan 

dan pemalsuan mata uang dan uang kertas 

Negara maupun uang kertas bank sebagaimana 

yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah 

kesengajaan dengan maksud berupa kesalahan 

dalam arti yang sempit. Pelaku dalam 

melakukan perbuatan meniru dan memalsu 

mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan 

oleh Negara atau bank didorong oleh suatu 

tujuan yang bermaksud mengedarkan atau 

menyuruh orang lain mengedarkan uang kertas 

palsu atau uang kertas tidak asli tersebut 

sebagai mata uang atau uang kertas asli dan 

tidak palsu demi memperoleh suatu 

keuntungan.
14

 

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang 

menyatakan: 

^Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan 

mata uang atau uang kertas yang 

dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai 

mata uang atau uang kertas yang tulen atau 

tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh 

sendirinya, atau waktu diterimanya 

diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, 

ataupun barangsiapa menyimpan atau 

memasukkan ke Indonesia, mata uang dan 

uang kertas yang demikian, dengan maksud 

mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak 

palsu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun_.
15
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15

Lihat Penjelasan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, 

ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran 

uang palsu, yaitu: 

1. Melarang orang yang dengan sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang 

kertas negara atau uang kertas bank 

palsu yang seolah-olah sebagai mata 

uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang 

mana mata uang palsu tersebut ditiru 

atau dibuat sendiri oleh yang 

bersangkutan. 

2. Melarang orang yang menerima dan 

mengetahuinya mata uang atau uang 

kertas negara atau uang kertas bank 

tersebut palsu, lalu dengan sengaja 

mengedarkannya sebagai mata uang 

atau uang kertas asli dan tidak dipalsu. 

3. Melarang orang yang dengan sengaja 

menyimpan mata uang atau uang kertas 

palsu lalu memasukkan ke Indonesia, 

yang mana mata uang atau uang kertas 

palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh 

sendirinya lalu bertujuan untuk 

mengedarkan atau menyuruh orang lain 

mengedarkan mata uang atau uang 

kertas palsu tersebut seolah-olah mata 

uang atau uang kertas asli. 

4. Melarang orang yang mendapat mata 

uang atau uang kertas palsu lalu dengan 

sengaja menyimpan lalu memasukkannya 

ke Indonesia, dengan maksud 

mengedarkan atau menyuruh orang lain 

untuk mengedarkannya sebagai mata 

uang atau uang kertas asli.
16

 

 

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP 

adalah sama dengan objek kejahatan dalam 

Pasal 244 KUHP, yakni: 

1. Mata Uang; 

2. Uang Kertas; dan 

3. Uang Kertas Bank.
17

 

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang 

dilarang adalah meniru dan memalsu, 

sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur 

perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, 

menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. 

Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 

KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP 

                                                           
16
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terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 

244 KUHP. 

Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan 

memalsu mata uang atau uang kertas sebelum 

diedarkan atau menyimpan uang palsu 

tersebut. Perbuatan meniru menghasilkan mata 

uang dan uang kertas tidak asli, sedangkan 

perbuatan memalsu menghasilkan mata uang 

dan uang kertas dipalsu. Kedua uang yang 

mengandung sifat demikian dapat disebut uang 

palsu. Setelah adanya mata uang atau uang 

kertas palsu barulah dapat dilakukan perbuatan 

mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke 

Indonesia. Biasanya tindak pidana pengedaran 

uang palsu dilakukan oleh lebih dari satu orang 

pelaku atau bersama-sama. 

Penelitian ini terdapat pula teori dan 

pengertian dari Pasal 55 KUHP tentang 

penyertaan dalam melakukan perbuatan 

pidana, yang menyatakan: 

1) Dipidana sebagai pembuat delik: 

Ke-1  :  mereka yang melakukan, yang 

menyuruh lakukan dan yang 

turut serta melakukan 

Ke-2  : mereka yang dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu, 

dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan. 

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan 

yang disengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-

akibatnya.
18

  

 

Selain diatur dalam KUHP mengenai 

kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula 

pengaturannya dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang 

Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan 

Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. 

Pengaturan dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau 

uang yang diragukan keasliannya diatur dalam 

beberapa pasal didalamnya, antara lain Pasal 

12, yang menyatakan masyarakat dapat 

                                                           
18

Lihat Penjelasan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia 

terhadap uang yang diragukan keasliannya.
19

 

Pada Pasal 13 ayat (1), berisi bahwa bank 

Indonesia memberikan penggantian terhadap 

uang yang telah dinyatakan asli, selanjutnya 

pada Ayat (2) diatur besarnya penggantian 

terhadap uang yang telah dinyatakan asli 

sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang 

mengacu pada Pasal 9 Ayat (4), yang 

menyatakan Bank Indonesia dan atau pihak lain 

yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan 

penggantian atas uang lusuh atau uang cacat 

sebesar nilai nominalnya, dan pada Pasal 9 Ayat 

(7) yang isinya menyatakan besarnya 

penggantian atas uang rusak terhadap uang 

kertas atau uang logam apabila fisik uang lebih 

besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri 

uang dapat dikenali keasliannya diberikan 

penggantian sebesar nilai fisik normal dan fisik 

uang yang sama dengan atau kurang dari 

setengah ukuran aslinya tidak diberikan 

pengganti. 

Besarnya pengganti terhadap uang kertas 

yang terbuat dari bahan plastik (poliner) 

apabila, fisik uang mengerut dan masih utuh 

serta ciri uang dapat dikenali keasliannya 

diberikan pengganti sebesar nilai nominal dan 

apabila fisik uang mengerut dan tidak utuh 

serta ciri uang dapat dikenali keasliannya 

besarnya penggantian sama dengan nilai 

nominalnya. Pada Pasal 13 Ayat (3), 

menyatakan bahwa uang yang dinyatakan palsu 

tidak diberikan penggantian oleh Bank 

Indonesia, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (4), 

berisi uang yang dinyatakan palsu pada Ayat (3) 

akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya terdapat kewajiban dari pihak 

bank umum untuk menyampaikan laporan 

mengenai penemuan uang palsu kepada Bank 

Indonesia yang diatur pada Pasal 14 dan Pasal 

15 Ayat (1), yang menyatakan Bank Indonesia 

memberikan informasi dan pengetahuan 

mengenai tanda keaslian uang kepada 

masyarakat dan pada Pasal 15 Ayat (2) 

mengenai memberikan informasi dan 

pengetahuan sebagaimana yang diatur pada 

Pasal 15 Ayat (1), bahwa Bank Indonesia dapat 

bekerja sama dengan pihak lain. 
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Pada Pasal 16 yang berisi Bank Indonesia 

melakukan kerjasama dengan instansi yang 

berwenang dalam rangka penanggulangan 

pengedaran uang palsu, sanksi terhadap 

pelanggaran yang diatur dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 

dikenakan berupa sanksi administratif. 

Akan halnya dengan mata uang asing palsu 

maka mata uang rupiah juga secara yuridis 

tidak dapat dianggap sah, sehingga dengan 

sendirinya tidak dapat dipergunakan sebagai 

alat tukar menukar maupun sebagai alat 

pembayaran yang sah dalam perekonomian di 

Indonesia. 

Ketidaksahannya tersebut, maka Undang-

undang yang berlaku dengan tegas melarang 

beredar, apabila pelakunya terbukti dalam 

persidangan maka akan mendapat sanksi 

pidana yang cukup berat mengingat bahwa 

perbuatan mereka tersebut akan mengganggu 

ketentraman umum, khususnya penipuan 

kepada masyarakat dan menurunkan nilai mata 

uang Indonesia dalam pasar perekonomian. 

Di dalam kitab Undang-undang hukum 

pidana sebagai landasan hukum setiap tindak 

pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan 

dipergunakannya benda-benda yang palsu 

antara lain mata uang palsu, sehingga 

peredarannya dan penggunaannya dianggap 

tidak sah dan merupakan suatu tindak pidana 

penipuan kepada masyarakat.
20

 Dengan 

demikian adalah hal yang positif, jika setiap 

orang yang mendapatkan dan memiliki mata 

uang palsu untuk segera melaporkan dan 

menyerahkannya ke pihak yang berwenang 

serta diselesaikan menurut prosedur hukum 

yang berlaku. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berlakunya beberapa peraturan 

perundangan tentang mata uang dan/atau 

uang kertas menurut KUHP, yang kemudian 

dipertegas dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 20 11 tentang Mata Uang, sebagai 

Mata Uang Rupiah, dan berbagai peraturan 

perundangan lainnya menunjukkan suatu 

fenomena dan dinamika bahwa peredaran 

mata uang semakin menjurus ke peredaran 

secara lintas negara baik bersifat bilateral 

maupun multilateral. Dalam situasi dan 
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kondisi seperti ini, kedudukan mata uang 

Rupiah belum seperti berbagai mata uang 

asing yang justru beredar secara luas di 

sejumlah negara. 

2. Tindak pidana pemalsuan mata uang 

dan/atau uang kertas menurut Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 berpengaruh 

terhadap sejumlah ketentuan peraturan 

perundang-undangan; Tindak pidana 

pemalsuan mata uang dan/atau uang 

kertas menurut Undang-Undang No. 7 

Tahun 2011 mengatur sanksi tindakan 

terkait dengan kejahatan korporasi, 

sedangkan sanksi tindakan menurut Bab X 

Buku Kedua KUHP terkait pemalsuan mata 

uang dan/atau uang kertas, hanya 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 

KUHP. 

 

B. Saran 

1. Diharapakn agar startegi kebijakan 

pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan 

yang berdimensi baru harus 

memperhatikan hakekat permasalahan 

seperti kasus-kasus perdarana uang palsu 

dalam masyarakat, dalam konsep 

pemidanaan diutamakan adalah 

penggunaan sanksi tindakan 

pencegahan/atau pidana denda 

sebagaimana UU No. 7 Tahun 2011. 

2. Kejahatan peredaran uang palsu di 

Indonesia sudah berlangsung lama akibat 

dari pada kemajuan teknologi, sehingga 

diharapkan perlu dimasukkan dalam draft 

rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang baru. 
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